
, 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun l 945; 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembeutukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 1995 Nornor 44, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kotusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun l 999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik .Indorresia 
Nornor 4286); 

a. bahwa untuk mernenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Daerah Kota Kendari Nomor Tahun 2022 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2021 perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan 
BelanjaDaerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2021; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagairnana dimaksud 
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wall 
Kota; 

WALIKOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI 

TAHUN ANGGARAN 2021 

TENT ANG 

PERATURAN WALi KOTA KENDARI 
NOMOR bO TAHUN 2022 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

WALIKOTA KENDARI 



tentang 
Republik 

Lernbaran 

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern 
Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lemba:ran Negara Republiklndonesio Tobun 2004 Nornor 4, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

9. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lernbaran. Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tcntang Pembcntukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 T~un 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pcmerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraruran Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umu.m (Lernbaran 
Negara Repu blik Indonesia Tah un 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 



12. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pernerintah Nomur 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1381 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
ientang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 5.6 
Tahu:n 2005 tentang Sistem tnformasi Kcuangan Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

14. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

15. Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Dacrah [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan · Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hi bah 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5272); 

18. Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerinta h Nornor 18 Ta hun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nornor 106, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

20. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nornor 2, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 



Rp. 298.135.724.193,21 
Rp. 1.047.710.204.713,00 
Rp. 45.239.126.080,00 
Rp. l.391.085.054.986,21 

Laporan realisaei anggaran tahun 2021 terdiri atas : 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Pendapatan Transfer 
c. Lain - lain Pendapatan Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Pasal 1 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

21. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor·2036) scbagaimana 
telah diubah dengan Peraruran Menteri Dalam Negeri Nornor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembeutukan 
Prod'uk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

24. Peraturan Daerah Kuta Kendari Nornor 12 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah J<ota Kendari Tahun 2007 Nomor 12); 

25. Peraruran Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Kendari Tahun Anggaran 2021 [Lembaran Daerah Kota 
Kendari Tahun 2020 Nomor 14); 

26. Peraruran Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 
Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor. 5); 



Ringkasan laporan realisasi ;,1nggr.iran sebagaimana climaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Larnpiran I Pcraturan Wali Kota ini. 

Rp. 101. 249.002.129,72 
Rp. '93.556.715.000,00 

Rp. 4.560.000,00 

Rp. 3.000.000.000,00 
Rp 11.972.875.246,00 
Rp 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 179.837.401.883,72 

Rp. 121.181.284.715,93 

Rp. 1.449.741.172.154,00 
Rp. (58.656.117.167,79) 

38.553.328. 916,00 Rp. 

Rp. 38.991.887.820,00 
Rp. 68.935. 771.061,00 
Rp. 177 .441.000.348,00 
Rp. 188.677.166.932,00 
Rp, 5.867.131.750,00 
Rp. 479.912.957.911,00 

Rp. 576.237. 718.429,00 
Rp. 338.642.896.950,00 
Rp. 626.738.034,00 
Rp. 13.400.331. 914,00 
Rp. 2.367.200.000,00 
Rp. 
Rp. 
Rp. 931.274.885.327,00 

Pasal 2 

Jumlah Pemblayaan Neto 
Sisa Leblh Pembiayaan Anggarao 
Tahun Berkeoaan 

3. PembiayaanDaerah 
a. Penerirnaan Pembiayaan Daerah 

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Tahun Anggaran Sebelumnya 

2) Penerimaan Pinjaman Daerah 
3) Penerimaan Kembali Pernberian 

Pinjaman 
b. Pengeluaran Pembiayaan Dacrah 

1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
2) Pernbayaran Pokok Utang 
3) Sadan Layanan Umum Daerah 
4) Pemberian Pinjaman Kepada 

Pihak Ketiga 

Jumlah Belanja 
Surplus / (Defisit) 

c. Belanja Tidak Terduga 

Belanja 
a. Belanja Operasi 

I] Belanja Pegawai 
2) Belanja Ba.rang 
3) Belanja Sunga 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 

Jumlah Belanja Operasi 
b. Belanja Modal 

1) Belanja Tanah 
2) Belanja Peralatan dan Mesin 
3) Belanja Bangunan dan Gedung 
4) Belanja .Jaringan, Irigasi dan .Jaringan 
5) Belanja Aset Tctap Lainnya 

Jumlah Belanja Modal 

2. 



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHON 2022 NOMOR Go 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal l~ - t? - 2022 

KE ND ARI 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal lS- - 8 - 2022 

Peraturan Wali Kota lni mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 
Kota ini dengan penem-patannya da:lam Berita Daerah Kota Kendari. 

Pasal 7 

Larnpiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan sacu 
kesatuan yang tidak terpisahkan Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 6 

Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini. 

Pasal 5 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3, 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 4 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
tercanturn pada Lampiran I Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 3 

• 
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